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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pada dasarnya fungsi pengawasan yang dijalankan oleh BPD di desa aketobatu belum 

berjalan secara maksimal sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang dan 

peraturan pemerintah tentang pelaksanaan fungsi pengawasan BPD. Hal ini membuat 

pelaksaan fungsi pengawasan BPD terhadap kebijakan kepala desa menjadi terhambat 

sehingga dibutuhkan perhatian dan pembinaan yang serius untuk meningkatkan 

Fungsi pengawasan BPD di desa Aketobatu agar sesuai dengan yang diamanatkan 

oleh UU dan PP tentang Desa. 

2. Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan BPD terhadap kebijakan kepala desa 

di desa aketobatu terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BPD yaitu, yang 

pertama fakor pendidikan, dimana tingkat pendidikan yang saagat rendah sehingga 

pengatahuan, kemampuan dan pengalaman yang minim kemudian tidak ditunjang 

dengan sarana dan prasana yang memadai. Kemudian yang kedua faktor ekonomi 

dimana anggota BPD tidak mendapat tunjangan yang sesuai dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya. 

5.2. Saran 

 Mengacu pada kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa hal yang menjadi saran dari 

penulis untuk mengefektifkan fungsi pengawasan BPD di desa aketobatu (Noramake) bahwa 

untuk meningkatkan kinerja BPD dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan kepala 

desa, maka diperlukan perhatian dan dukungan dari pemerintah kota maupun provinsi dan 

kecamatan. Dukungan tersebut berupa pemberian tunjangan bagi anggota BPD dan 

pengalokasian dana operasional untuk mendukung program kerja BPD.  
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Selain itu juga pemerintah harus melakukan pembinaan secara intens terkait tugas dan 

fungsi BPD, agar BPD di desa Aketobatu betul-betul memahami tugas dan fungsi dari BPD 

itu sendiri. Kemudian juga harus ada penyediaan sarana dan prasarana yang memadai agar 

dapat menunjang pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan kepala desa di desa 

aketobatu. 
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